
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAER.AH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : I"3 TAHUN 2OO5

TENTANG

RETRIBUST SURAT IZIN OpERAST PENGUSAHA BANCUNAN (SrOpB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor

34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

maka pemberian dan pemungutan retribusi izin tempat

usaha merupakan kewenangan Kabupaten;

.i.
bahwa untuk menggali sumber-sumber PAD Kabupaten

Mukomuko yang salah satu Kabupaten baru di lingkungan

Pemerintah Propinsi Benqkutu berdasarkan Undang-undang

Nomor 03 tahun 2003, nraka perlu diatur dan ditetapkan

tarif retribusi lzin Operasi Pengusaha Bangunan;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana nraksud huruf a

dan b diatas, nraka perlu diatur dengan Peraluran Daerah.

C.

t.Mengingat

t . t-.lndanc1-undirnq lJ.l Nottt{rr ()-J :laitun ,)003 tentang

Pembcntukitn KabuJ:aten Mukorttukr), F.;lur dan Seluma di

i'rr:pitt:;i [3crttlkttltt (ltrmbitt;rtr fit]qi.lril llt'i-*trun 2003

liorrtor 1--l , Iarttl-iilh;rtr t.t':titbil;;trt Neqat;t f'l{:rn]or '1266);

Undang

[)aeralr

2000

Nomor

.- Undang Nomc.rr ,14 Tahun 2000 tentang Pajak

dan RetribLrri Daerah (t-embaran Negara RI Tahun

Nomor 7'I{t 'l'arnbah;in Lenttraran Negara

4048) ;

PERDA Kab. Nukord8/rg Tahun 2OOs

user
Textbox
SALINAN

user
Textbox
Dicabut dengan Perda No 2 Tahun 2011



J.

4.

UMang-undangtr Rl Nomor l0 liihun ?004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 23, Tcrmbahan Lembaran

Negara Nomor a3B9 );

Undang-undang lll Nomor 25 fahun 200'l tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 104, Tantbahan Lembaran Negara

Nomor +121);

Undang-undang RI Nomor 3? l'ahun 2.004 tentang

Pemerintah Daerah ( Lembaran Neqara RI Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

Undang-undang Ri Nomor 33 -[ahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan

Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 176,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

Undang - Undang Nomor 34 -tahun 2000, perubahan atas

5.

6.

7.

Undang - Undang Nomor 18 -l-ahun 1997, tentang Paja?'

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran

Negara Nomor 4049);

tl. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan l-ata Usah;l Keuangan l.raerah dan Penyusunan

Pr:rhitungan Anc;garan Penclapatan clart Bt-'lan1a Daerah (

l-embaran Neqara Nomor 63);

1). Peraturan lJ;eralr Kabttpa[en Mttkontttko Nclmor 0'l tahun

2005 lcrrtanel !iu:;unarr Orc;tsnt:;;tsi cJan '[-ata Kerla

tri:krtltariait [)itrri]it lr.,tbuJ-ritt.tltt il,'ttt ('{tkt'tltlri;1t DPRD

Kiibti patcn M ttkotlt tt f:.r,.
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Menetapl<an

Dengan Persetujuan Bersama

DEVT,AN PERIVAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

SUPATI MUKOMUKO

I"IEMUTUSKAN:

PERATURAH DAERAi"i KABUF'/"T;I{ ["iiJKOMUKO
TEN"TANG REIP.]8USI sUIlAT IZ}hI OPEEASI
PEiiSUS.qi'iA SiitiCUii,iii DAili\i f*iBUPI\TEN
MUKOMUKO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l"

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerrintah l)acr;tfr K;tbup;itcn lvhtkonrrrl,.r, i.
c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu clan clibidanq retribusi sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

e. Pemborong adalah yang mempunyai Badan Hukum Pemboronqan yanq tercatat

dalam daftar rekanan ( DRM ) Pemerintah Kabupaten l'lukomuko yanq tclah lulus

dalam Prakualifikasi yang diberikan oleh Panitia Prakualifikasr.

f. Badan adalah Suatu lrcntuk badan usaha yang rneliputr f)erst-,roarn 1'erbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik tleqlaril .ttau Daerah

dengan nama cl;rn br-'ntuk apapun, Persekutu;irr Perkurrrpuhrn, l'irma Kongsi,

Yayasan atau Ori;anisasi yanq sejerti:;, [..r]rrltr(rL]ir, D;rriit Pi:n:,iun. l}jn[r]k Urrlta Tetap

rrfiiu Badan [Js;rh;r hrinny,'r.

iJ. l{llt'iltuli [)t:t'ilttt,rtt lrrlctttit,rrl.rl.tlr lillrilrtt:,r.rl.r', f..r'r.1t.rt.rri lr,ll{'r}llr. l)r.rnrt.rtilit;llt

l-rart-.r.rtr clalarrr r;rrri;k.r []rifilin;rn krrpilcJir Orlnq I'ritl.tcJi .rl.ru ll.icl;rl yitri.J iltnurksud

untuk pembuatan pengaturan penqcndalizrn dan pengaw;san atas; kegiatan

pemanfaatan ruanq penqguna sumbcr daya ;llrnr, brrenq pt'asarrrnJ, sarana atau

fasililas tertentu quna mclindungi kcpcntingan umunr cl;rn mcnlaga kclestarian

lingkungan.
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h.

).

Wajib Retribusi adalah Orang Pribacli atau Badan yanll niernuru[ f)eraturan

Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu terlentu yang merupakan batas waktu

memanfaatkan biaya Dokumen Tender.

Surat pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat

SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retr"ibusi untuk melaporkan

data objek retribusi dan wajib reti-ibusi sebagai dasar pcrhilunqan dan pembayaran

retribusi yang terhuta ng menurut Peratura n Pei-u nda ng - u nda ngan P.etribusi Daera h.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingklt SKRD, adalah

surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutanq.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sctanjutnya dapat clisinqkrl 9fRD, adalah

surat untuk melakukan tagihan rc[ribus;i tian atalr sanksi arJministr;r:;r lnrupa trunga

atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan alas keberatan terhadap STRD

atas Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBD clan SKRDLB yang diajukan dalam

wajib retribusi.

Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari / mengumpulkan dan

mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perunc1ang-undangan;'

Retribusi Daerah.

Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,

untuk nrencari Eerta bukti yang dengan bukti itu iriembuaI tei.rrr.j tlnclak pidana di

bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangk;r.

SuraL Izin Operasi Pcngu:.:ha Bangunan adalah izin y;rnq -.,elanjutnycr disingkat

SIOPB.

t.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBI,'SI

Pasal 2

(1) Dengarr nam;r relribu,i;r SIOPB yanql clrpr:ngut rctribuli tcb,tq,ti pcntbityaran atas

pembuiitan izir"i kcpacla Or.tng; ;rt.iu flirclart iir ioka:,r tt'rftdiltu LJ;ilattt K.ibupaten

Mukornuko.

(2) Objek retribusi ad.rlah []enrberian SiOPti pa(la t)r;in(; Jrrrbaclr rl;rri ,rt;tr-r badan di

lokasi tertentu dalam Kabupaten Mukontuko.

K

m.

n.

o.

lJ.
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(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yanq mrjmperoleh dan atau

rnendapat 5I0PB

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

(1) Retribusi SIOPB sebagai retribusi perizinan tertentu.

(2) Penetapan pemberian izin SIOPB berdasarkan jenis dan klasiflkasi u:aha

(3) Bila terjadi perubahan jenis klasifikasi usaha, rnal<a izin yane) telah clibi:rikan harus

diperbaharui dan menclalukan pcrmohonan izin barur kepad.i l3riprtr.

BAB IV

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMO}IONAT-I IZIT{

Pasal 4

Untuk memperoleh SIOPB, Orang pribadi dan atau badan yang berkepentingan harus 1"
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan

2. Foto copy SBU

3. Foto copy TDP

4. Foto copy Akte Perusahaan

5. Foto copy NPWP

6. Foto copy NPWPI)

7. Foto copy HO / Sil"U

B. Foto copy KTP Direktur / Direktris

L Foto copy Pajak Reklame

10. Rekomendasi dari Asosiasi (Khusus ntuk perusahaan yang traru berdiri clan baru

berdomisili di Kabupaten Mukomuko)

11, Map Plastik 2 Buah warna |-lijaLr

12. Pas Photo 2 x 3 2 Lenrb.rr
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BAg V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARITIYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izrn.

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi dipungut berdasarkan klasifi kasi perusaha;rn

N;

1

4

(

6

7

f\-l

K2

K1

M2

M1

tl

Klasifi kasi Perusahaa n Tarif Retribusi

Rp. 100.000," / Sub Biclangl

Rp. 150.000,- / Sub Bidang

Rp. 2-00.000,- / Sub Bidancl

Rp. 750.000,- / Sub Bidang

Rp. 1.000.000,- / Sub Bidang

Rp. 5.000.000,. / Sub Bidang

Rp. 1.0.000.000,- / 5ub Bidang
I

I
I
I

(l)
/)\

(3)

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TTRHUTANG

Pasal 7

Masa berlakunya retribu:;i lzin SIOPB rJitetapkan .! ( tiq;lr tahLrn ).

Retribusi terhutang ditagih dan dih:nasi berdasarkan SKRD dan al;ru Dokumen lain

yang dipersamakan.

Pembayaran retribusi yan-c1 terlrutanr; lr;rru:; dilurrasi :nkafi qus.

BAB VII

PENDAFTARAN RETRISUSI

Pasal fj

(l) Setiap wajib retribusi menqisi SPd0lit)

PERDA Kab. I4ukomuko Tahun 2AO5



(l) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) lrarr"rs cJiisi clenqan jelas, benar darr

lengkap serta ditanda tangani oleh wajiti retribusi atau kuasanya.

(-l) Bentuk isi serta tata cara pengisian c1;rn pcnyampaian SPclORl) setbaqaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Bupi:ti

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda sebesar 2 Yo ( dua persen ) setiap bulan dari

retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

( 1) Wajib retribusi yang tidak rnelaksanakan kewajibannya sehingga rnerugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama {i ( enam ) bulan aLau

denda paling banyak 4 ( empat ) kalijumlah retribusi terhutanq.

(7) Tindak pidana sebagaimana dimaksLrd ayat ( I ) pasal inr adalalr pelanggaran.

BAB X

KETEHTUAN PTNYIDIKAN

Pasal 11

{ l) Pt-'jab;rt Peg;avriri l\legeri Sipil tcfterrtu cJilinqkung;rrr Pcnri:rintalr Daerah diberi

$/euJer[rng khusus :ebaqai penyictik untuk melakukan pcnyidikan tirrdak piclana di

bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam unclanq-unclang Nomor : 0B

fahun 1981 tentanq Hukum Acara Pician:

*.
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(l) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat { I ) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan data dan nreneliti keleranqan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. l'leneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mcngenai orang pribadi atau

badan tentang perbuatan yang dilal<ukan sehubungan dengan tindak pidana

retribusi daerah tersebut.

i.:. Meminta keterangan dan bahan buktr dari orang prib,lcli atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi cJei:r::fr.

rl. Menreriksa buku-buku catatan- catatan clan dokumcn-,Jokr:nrcrr hin bcrkenaan

clengan tindak pidana di bidang retrrbusi daeralr.

c. lvlelakukan penggeledahan, untuk mendapatk;rn ilahan hukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokunri-.n lain gcrta melakLrkan pcnyitaan terhadap

bahan bukti tersebut.

f. l4eminta bantuan tenaga ahli clalam ranqka pelak:;anan tur;as di bidang

rr:tribusi claerah.

q. Menyuruh berhentt, melarang seseoranq rnenrnggalkan ruangitn, ntau tempat

pada saat pemeriksaatt seclang berlangsung dan merni:riksa identitas orang

clan atau i1okumen yang dibarwa scbaqaiman;r climaksucJ p.icla huruf "it" Ouuul'
irti.

[t. l"lemotret seseorang yang berkaitan ilenrJar] tindak prlana p:rpajakan daerah.

i. Memanggil oranq untuk di denqar keteranqannya dan di;x:riksa sebagai

lersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelananran ptrnyidikarr tindak pidana

di bidanq pr:rpajakan claeralr nre nurut hukurn yan!] dapat

dipertanggunq;jawabkan.

(3). Pcnyidikan scbagaimana dimaksud J:;rc1.r ayat ( I ) rricnrbcritahtrkarr dimulainya

pcnyicliko.n clan rnenyantpaikan lrasil pttrryiclikatt l<r-:plrrJ,i l)trrr.rr.rIut untunr sesuai

denq;n ketentuan yanq diatLrr cl;rlarn rrnclarrry-unr.!.inr1 Norlcrr . iltJ t.rhurr 1981

[r:nl,ancl ]-lukunr Ar:-ar;t Pirjan;r"
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(1)

()\

(3)

BAB XI

KETENTUAN PET.IUTUP 
,,,,

Pasal L2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semlla Peraturan yanq nrengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku laqi

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanj;rnq ntengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkzrn clenq;an ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengatllranny.l, akan diadakan

per:ubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya rni:merintalrkln prlnqunclanq;rn Pcraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten f4uknruko

Ditetapkan di Mukomuko
Desember 2005P

MUKO,
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BAB XI

KE'TENTUAH PENUTUP

Pasal 12

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukmuko

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desenrber 20Os

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 200ij

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembirian Utarna lluda NlP. 010082-l86

LEMBARAN DAER/\H KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ?OO5 NoMoR : 13 SFRI .. c

;.
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